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Pengantar 

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH 

Syukur alhamdulillah, kehadirat ALLAH swt, telah 

sclesai suatu karya bersama Para dosen Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Jakarta, dimaksudkan untuk 

menggerald<an aktivitas "mari menulis", dari berbagai 

perenungan para tenaga pendidikan yang sedang 

menyelesaikan disertasi doktor dalam ilmu hukum di 

berbagai program pascasarjana. 
Fokus pada tugas utama para dosen, untuk mengajar, 

rneneliti dan mengabdikannya pada masyarakat, adalah suatu 

aktivitas yang menyenangkan, dalam perenungan itulah, 

berbagai nutrisi kedalaman keilmuannya sedang menari 

dalam lamunan filosofis, yang berfikir mendalam, dan terus 

mencari capaian berhakekat. Maka ilmu pengetahuan menjadi 

suatu hal yang menyenangkan dan bukan suatu beban kerja 

yang berat , karena dalam mengarungi ilmu pengetahuan 

khususnya pada studi ilmu, mendapatkan tantangan yang 

hampir masif, disebabkan berhukum di negeri "Pancasila", 

masih menyisakan persoalan keadilan, dalam perjuangan yang 

lmkrit, yang sangat berat dicapai, dan dalam praktek 

menghadapi norma norma yang telah dipositifkan dalam 

perundang perundangan, sehingga hanya terkesan 

berkepastian. Padahal dunia global saat ini memerlukan 

kemanfaatan clari hukum itu. 



Tujuan penulisana karya bersama ini, sebagai laclang 
kedalaman keilmuan, juga ikut mencerahkan clan 

menggerakkan aktivitas intelektual di kalangan para closen, 

yang pada akhirnya kegiatan menulis, adalah suatu keharusan 
bagi setiap dosen, clan terus berkarya, sehingga memberikan 

sumbangan berarfi, walau hanya setitik embun di pagi hari, 
tetapi tetap bermakna. 

Selamat menikmati bacaan ini, dan terus cliperbaiki 
kualitas penulisan para dosen ini, untuk menjadi sebuah 
gairah dalam capaian keilmuan. Salam berkemajuan. 

Cirendeu, UMJ, Desember 2017 

Prof. Dr. Syaiful Bakhri. S.H., MH 
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Catatan Editorial 

"Adalah suatu keharusan bagi seorang ilmuwan 
menuliskan gagasan pikirannya", kalimat yang biasa 
diutarakan oleh Prof. Syaiful Bakhri dalam setiap 
perbincangan dalam forum apapun, khususnya didalam 
forum-forum ilmiah. Bagi beliau, menulis layaknya seorang 
seniman yang membuat patung untuk dirinya sendiri, 
memang akan banyak yang mengkritisi mengapa seorang 
seniman membuat patung dirinya sendiri, akan tetapi 
pertanyaan tersebut akan terjawab apabila melihat patung 
tersebut bukan didasari rupanya, akan tetapi dari 
perwujudannya. Sebuah buah pikir akan bermakna apabila 
dituliskan dibandingkan sekedar diucapkan. Hal yang serupa 
terujar dalam maxim latin "verba volant scripta manent". 

Hal filosofis yang demikian itulah yang mengilhami 
editor untuk menghimpun tulisan-tulisan ahli hukum dari 
jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Jakarta yang sedang melakukan studi doktoralnya. Beberapa 
penulis didalamnya mengangkat beberapa objek kajian yang 
kemudian dipublikasikan kedalam buku ini adalah gagas pikir 
dasar perihal disertasi yang hendak disusun kemudian. 
Wacana Pembangunan Hukum menjadi topik dalam buku ini, 
yang memang tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia yang 
masih bergantung di sektor legislasi. Hal ini yang titik fokus 
yang selalu mendapat kritikan dalam beberapa tulisan 
didalam buku ini dikarenakan pembentukannya masih tidak 
dapat dihindari dari pola-pola nirkonsepsi. Oleh karena itu, 
Kontributor tulisan di bidang hukum kenegaraan melihat 
aspeknya secara keseluruhan, para penulis yang secara 
komprehensif membahas cabang kekuasaan eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif disempurnakan dengan pembahasan 
doktrin-doktrin kontemporer kenegaraan. Kontributor tulisan 



VJ I 

di bidang hukum Pidana dan Penegakkan Hukum juga 
memberikan ulasan yang komprehensif mengenai pembaruan 
hukum pidana dan juga prospektus hukum acara pidana. 

Pada akhirnya, gagasan-gagasan yang terurai 
merupakan pengayaan keilmuan hukum dilndonesia yang 
mana memang pada periode-periode ini mengalami sorotan 
tajam akibat sulitriya menerima upaya pembaruan tanpa 
didahului adanya dorongan politis yang tajam. Semoga buku 
ini membawa konstribusi yang bebas bagi pengembangan 
keilmuan hukum. 

Yogyakarta, medio Oktober 2017 
Editor. 

Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH 
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PROLOG 

I<ONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN PANCASILA 

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.1 

Pemidanaan pada sistem hukum pidana Indonesia, 
III L'l lCCrminkan hukuman yang kejam, atas dasar pembalasan 
d,1n yang ingin dicapai adalah penjeraan semata-mata. Hal ini 
t ' l'jadi karena Negara kita masih menganut KUHP kolonial 
h tlllJl,Su Eropa, yang mendapat pengaruh kode penal Prancis dan 
lle l;111da, dimana di negara asalnya sudah berobah beberapa 
k.1li, clan telah mencerminkan hukuman yang sangat 
hllmanistis, serta meninggalkan model penjara jangka pendek, 
ll' l'haclap pelaku kejahatan ringan clan setengan berat, clengan 
o~ ncJ 1nan lima tahun penjara, dapat diganti dengan jenis 
llu l<uman lainnya. Maka harapan dan cita-cita terhadap 
pC' miclanaan dan permasalahannya menjadi perhatian para ahli 
dJI<I m merumuskan politik hukum pidana dalam 
p ·mbal'uannya. 

Dalam hukum pidana, perdebatan mengenai 
p ·miclanaan dan tujuan yang hendak dicapai dalam hukum 
pidana secara ideal, terus-menerus mengalami penjelajahan 
unt uk mencari ketajaman. Ketajaman tersebut baik secara 
pl> lilis, sosiologis, maupun filosofis, hingga bertujuan untuk 
IIH.: ncapai landasan bagi penerapan sanksi dari berbagai 
.llt·crnatif pemidanaan yang lebih adil, demi tercapainya 
kcadilan sosial bagi masyarakat indonesia, yang berdasarkan 
l<c-Tuha n Yang Maha Esa dalam prespektifPancasila.2 

' Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 
Mul1 .:11nmacliyah Jakarta, Rektor, dan Ketua Majelis Hukum dan HAM 
l'i 111 pin,111 Pusat Muhammacliyah, Periode ( 2015 -20 20) . 

, Syaiful Bakhri, Pidana Denda, Dinamikanya Dalam Hukum Pidana 
f)u, 11mktck Pcraclilan. (Yogyaka rta : Total Media, bekerjasama dengan UMJ 
l ' l't'N'i, J.<ll (l} , hl m. '99· 



261 DINAMIKA KEILM U/\N I IUKU M 

Rato, Dominikus. Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, 
Menemukan dan Memahami I-fukum. (Surabaya; 
LaksBang Justitia, 2014) 

Rasyidi, Lili.Dinamika Situasi dan Kondisi Hukum Dewasa ini. 
DalamKapita Selekta Hukum.(Bandung; Widya 
Padjajaran, 2009) 

Saleh, Roeslan. Hukum Pidana Sebagai Konprontasi Manusia 
dan Manusia. Qakarta; Ghalia Indonesia, 1983) 

Suhariyono. Pembaharuan Pidana Denda Di Indonesia. Qakarta; 
Papas Sinar Sinanti, 2012) 

Santoso,Topo. Suatu Tinjauan Atas Efektivitas Pemidanaan. 
Dalam Hukum Pidana Dalam Perspektif. Seri Unsur
Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum. Qakarta; 
diterbitkan kerjasama; Universitas Indonesia, 
Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012) 

Suseno,Frans Magnis. Filsafat Sebagai Ilmu Kritis. (Yogyakarta; 
PT.Kanisius, 1992) 

Solehuddin, M., Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana "Ide Dasar 
Double Track System & implementasinya". Qakarta:Raja 
Grafindo Persada, 2007) 

Wasitaatmadja,Fokky Fuad.Filsafat Hukum Akar Religiusitas 
Hukum. Qakarta; Kencana PrenadaMedia Group, 2015) 

BAGIAN PERTAMA 
DINAMIKA HUI<UM 

TATANEGARA 
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IN'I'EGRASI PARTAI POLITIK DALAM STRUKTUR 
KI~TATANEGARAAN INDONESIA (SUATU 

ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN PARTAI 
POLITIK DI INDONESIA) 

Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H.3s 

Prolog 

l'crkembangan populasi penduduk yang sangat pesat 
, t,rl ll •wtth1kin meluasnya ruang geografis dalam suatu wilayah 
w n·••ot, berdampak pada semakin kompleksnya aspirasi 
•• t.PtY• ••··tl<dt. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh pada 
ttu•l\.t td:mtc dan wadah penyaluran aspirasi masyarakat. Dalam 
lotttdl:d demikian, masyarakat tidak mungkin dapat 
uu•tt y. tlltl'kan aspirasinya secara langsung pada lembaga negara 
, '"K ,,d.t, untuk itu dibutuhkan adanya suatu wadah atau 
I!L' 'Khuhung yang dapat menyalurkan aspirasi yang timbul. 
\ h i1111 tcrsebutlah yang menjadi faktor utama pentingnya 
• lt,ullt•.tn parta politik. 

I >cngan demikian, sebenarnya alasan kebutuhan akan 
h(lillt " Y· ' pa rtai politik sangat sederhana, yakni sebagai pihak 
'IIIIJ. ,,1\,111 bcrtindak mewakili kepentingan warga masyarakat, 

pC uthc•t·i jalan kompromi bagi pendapat yang saling tidak 
bt:v ••·•• tt otia n dalam masyarakat, dan sebagai sarana kompromi 
hLtHI '" t k 'il'Si kepemimpinan politik secara damai dan legitimate. 

Sec.:a ra umum partai politik didefinisikan sebagai suatu 
kt h 1111 pok tcrorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai 
01 i••ttl ,tll i, n ila i-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok 
ii •l t.d.tl t unluk memperoleh kekuasaan politik dan merebut 

( cli ld tt k.w poli tik, (biasanya) dengan cara konstitusionil untuk 

,, llwa•n 'l'c•t.1p Jl. tlw lt.tli llulw rn UMJ, K:111did;1t Doktor Hukum Tata 
t l1 I!• II ,, l',pl(', t'loll J• ll lol l !ulvt•t'llii.IH 'I'I'IIJ,tkl i, J.1k.ll'lil. 
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melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.36 Menurut 
J. Freddrich, partai politik adalah "sekelompok manusia yang 
terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau 
mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi 
pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini 
memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang 
bersifat idiil maupun materiil". 37 RH.Soltau mendefinisikan 
"partai politik sebagai sekelompok warga negara yang sedikit 
banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan 
politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk 
memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan 
melaksanakan kebijaksanaan urn urn mereka". Sedangkan 
menurut Sigmund Neuman, partai politik merupakan 
organisasi dari aktifis-aktifis politik yang berusaha untuk 
menguasai pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas 
dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan
golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.38 

Sehubungan dengan hal tersebut, partai poltik 
menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut : (1) Partai 
sebagai sarana komunikasi politik; (2) Partai sebagai sarana 
sosialisasi politik; (3) Partai sebagai sarana rekruitmen politik; 
dan, (4) Partai sebagai sarana pengatur konflik. 

Menurut istilah Yvess Meny dan Andrew Knapp, fungsi 
partai politk mencakup fungsi (i) mobilisasi dan integrasi, (ii) 
sarana pernbentukan pengaruh terhadap perilaku memilih 
(voting palterns), (iii) sarana rekruitmen politik; dan (iv) sarana 
elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.39 

Terkait keberadaan partai politik sebagai sarana 
komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam 
upaya rnengartikulasikan kepentingan (interest Articulation) 

36 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Oakatta : Gramedia 
Pustaka Utama, 2ooo), hJm. 161. 

37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Yvess Meny dan Andrew Knapp, dalam Jimly Assiddiqie, Pokok

Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Oakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, 
2007), him. 717. 
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oi l. It I f)()/ it icaf interests yang terclapat a tau terkadang yang 
''' ' l l'mbunyi dalam masyarakat. Terkait sosialisasi politik, ide, 
W ll, dan kebijakan strategis yang rnenjadi pilihan partai politik 
dH ,t ,lHYill'akatkan kepacla konstituen untuk rnendapatkan 
tllt tp.ln balik (feedback) berupa dukungan dari mayarakat luas. 
'~t•h, tgai Sat'ana rehuitmen politik, pembentukan partai politik 
dl tn,tksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk 
"'''''Y ·leksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang 
d.111 posisi-posisi tertentu. Sebagai pengatur dan pengelola 
1,11 lflik, partai politik brperan sebagai sarana agregasi 
I ''JH•nlingan (agregtion of interest) yang menyalurkan ragam 
~ ' 'IH'nlingan yang berbeda-beda melalui saluran kelembagaan 
1 '•II t.li politik.40 

Dalam implementasinya, fungsi partai politik yang 
•• Htngguhnya ternyata hanya sekedar alat politil< bagi elit-elit 

fHtli l ik yang ingin menduduki tampuk-tampuk kekuasaan, baik 
dl llttgku ngan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain 
1111 k ·beradaan partai politik juga rnenjadi alat bagi para 
p••llgtmsa untuk memuluskan berbagai kehendak atau 
~ •'tJt •nl ingan kelompok-kelompok tertentu melalui kebijakan
~ ••hl),•kan negara. 

Implementasi fungsi partai politik yang demikian, dapat 
tl• lll\·'n mudah terwujud, rnanakala partai politik terintegrasi 
dt ' lll\tl ll ketiga kekuasaan negara, yang tergabung dalam 
~ • et1111igurasi politik pada lembaga legislatif, eksekutif, dan 
) lll lt i<J tif. Faktanya, integrasi partai politik dalam ketiga 
le•l tt.ISclan negara tersebut, nampak dalam proses kerja 
I• tll h,tga DPR sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi 
le Hlrd.1si, dan fungsi pengawasan, yang pada dasarnya 
tu ·q~L· rakan lembaga legislatif dalam penyusunan rancangan 
tlltd.tllg-undang dan dalam menjalankan fungsi pengawasannya 
lid .• I< tcrlepas dari pengaruh partai politik 

Dalam kaitanya dengan eksekutif, integrasi partai 
pn ll l ik pada lembaga kepresidenan, nampak jelas dari pengisian 

'
1
" Jimly Asshiddiqie, Pengantar 1/mu Hukum Tata Negara, (Jakarta : 

I' I !(.1(1).1 l.rJfi ndo Persada, 2010) , him. 718-720. 
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jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang menghendaki 
adanya persyaratan usulan dari partai politik atau gabungan 
partai politik, penempatan porsi porsi menteri pada jajaran 
eksekutif, keterlipatan partai dalam menjalankan fungsi 
pengawasan pemerintahan yang dikemas dalam wujud fungsi 
DPR. Pada lembaga yudikatif, keberadaan partai politik dapat 
difungsikan terkait dengan rekruitmen para hakimnya, yang 
dalam proses pengisian jabatannya melibatkan partai politik 
melalui wakil-wakilnya di DPR. 

Kondisi demikian, pada akhirnya dapat memunculkan 
anomali kekuasaan. DPR yang notabenenya adalah wakil rakyat 
yang harus memperjuangkan aspirasi rakyat, namun karena 
terintegrasi dengan kepentingan partai politik, bergeser 
menjadi wakil partai politik. Eksistensi DPR terkait kinerja 
lembaga legislatif tidak dapat terlepas dari keberadaan partai 
politik, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 22 E ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
yang rumusannya sebagai berikut :"Pemilihan umum untuk 
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik". 

Demikian pula terkait lembaga yudikatif, keterlibatan 
partai politik yang terintegrasi dengan DPR, dapat 
mempengaruhi proses rekruitmen hakim. Integrasi partai 
politik juga nampak dalam pengisian jabatan Presiden dan 
Wakil Presiden, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 6 A 
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, yang rumusannya sebagai berikut "Pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau 
gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 
pelaksanaan pemilihan umum". 

Berdasarkan pada penjelasan-penjelasan sebelumnya 
dapat diketahui, bahwa keberadaan partai politik sebenarnya 
sangat strategis sesuai dengan fungsinya. Faktanya dalam 
praktek penyelenggaraan negara, partai politik meskipun 
bukan merupakan lembaga negara, namun dapat bertindak 
melebihi eksistensi sebuah lembaga negara. 
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Sehubungan dengan hal tersebut, tulisan ini akan 
di<t t·ahkan pada eksistensi fungsi partai politik yang terintegrasi 
d~ngan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan 
d!'mikian, dapat ditemukan suatu teori yang dapat 
"' •njelaskan posisi strategis partai politik dalam menjalankan 
lt tttgsinya. 

Keberadaan Partai Politik dalam 
Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif 

Keberadaan partai politik merupakan cerminan 
I t•hcbasan berserikat (freedom of Association) dan berkumpul 
(fi·l'cdom of assembly) sebagai wujud dari adanya kemerdekaan 
l11·dikir (fredom of thought) serta kebebasan berekspresi 
(fi ·t'edom of expression). 41 Dengan demikian, pembentukan 
p.u·tai politik pada negara hukum demokratis, seperti halnya 
Indonesia adalah bertujuan untuk menjalankan fungsi
lt1 11 1~sinya dengan baik, sesuai esensi partai politik itu sendiri. 

Dalam menjalankan fungsinya, partai politik sering 
"'"ngalami kendala terkait problematika situasi politik yang 
ll' l>ih tidak mendukung eksistensi partai politik itu sendiri 
t· l.lku perpanjangan tangan antara rakyat dengan 

pt• nyelenggara negara. Hal m1 berakibat pada tidak 
lo tt Histennya partai politik dalam menjalankan fungsinya. 

Beberapa permasalahan terkait eksistensi partai politik 
d.1 p.1 t diidentifikasi sebagai berikut: (1) Partai politik sering 
wr.ll'a sengaja didirikan untuk meraih kekuasaan politik dan 

11111u k mempengaruhi kebijakan pemerintah, oleh karena partai 
pol it ik adalah alat yang sah dalam negara hukum untuk 
d1t11'likulasikan dalam bentuk kebijakan; (2) Partai politik 
tttt•rupakan kendaraan politik yang mempunyai legitimasi lmat, 
ll'f ,IJ>i sudah tidak lagi terlihat memperjuangkan kepentingan 
t. d< y.H, melainkan sebagai alat bagi para elit politik dalam 
ll li'lllpcrjull ngkan kepentingan para elit politik tersebut; (3) 
l'.••·t.l i polilik cenderung bersifat oligarki, bertindak seolah 

1
' jln1ly A,qhid<liqil•, op.cit., him . 271.. 
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untuk dan atas nama rakyat, tetapi dalam kenyataan justru 
bertindak untuk dan atas nama partai politik itu sendiri; (4) 
Terintegrasinya partai politik dalam tubuh legislatif, eksekutif, 
dan yudikatif, ser_ingkali lebih mengarah pada intervensi partai 
politik dalam mempengaruhi kebijkan-kebijakan lembaga 
negara, daripada bertindak selaku pengatur konflik. Dengan 
demikian, fungsi partai politik menjadi tidak sejalan dengan 
filosofi terbentuknya partai politik. 

Gagasan pembentukan partai politik diawali dengan 
adanya demokrasi perwakilan, (Indirect Democracy), implikasi 
dari munculnya konsep perwakilan dibutuhkan adanya 
lembaga yang akan berfungsi sebagai media yang 
menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Lembaga
lembaga inilah yang akan mewakili kepentingan politik 
masyarakat di tingkat pemerintahan. 

Meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor 
yang perlu diperhitungkan dan diikutsertakan dalam suatu 
proses politik, membuat partai politik lahir secara spontan dan 
berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak 
dan pemerintah di pihak lain. Partai politik umumnya dianggap 
sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah 
modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri, 
sehingga di setiap negara partai politik sudah menjadi suatu 
lembaga politik. 

Partai politik memiliki fungsi dan peran strategis dalam 
suatu negara demokrasi. Menurut Schattscheider, demokrasi 
merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditata dan 
diorganisir berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat 
(popular Souveregnity), kesamaan politik (Political Equality), 
konsultasi atau dialog dengan rakyat (political Consultation), 
dan berdasarkan pada aturan mayoritas. Hakekat demokrasi 
yaitu dilaksanakan oleh rakyat sendiri, atau atas persetujuan 
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rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di 
tangan rakyat.42 

Pada negara-negara yang menganut paham demokrasi, 
gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar 
ideologis, bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa 
y<~ng akan menjadi pemimpin dan menentukan kebijakan 
ttmum (Public Policy). Di negara-negara totaliter gagasan 
111 ngenai part1s1pasi rakyat didasari pandangan elite 
politiknya, bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk 
111 ·ncapai stabilitas nasional. Untuk mencapai hal yang 
dt•mikian, partai politik dianggap sebagai media yang sangat 
l~·p<t t . 

Di negara-negara barat seperti Inggris dan Perancis, 
lwgiatan politik pada permulaan perkembangannya dipusatkan 
p.HIJ kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini 
tttltl.mya bersifat elitist dan aristokratis, yakni 
llll' tnpertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap 
lt inlulan-tuntutan raja. Dengan meluasnya hak pilih, kegiatan 
Jllt llt ik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya 
Jhlltl l i.t-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara 
I'••'·' p 'ndukungnya menjelang masa pemilihan umum. Oleh 
I ll t 'lltl dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai 
1 "'''"Httn masyarakat, kelompok-kelompok politik dalam 
l' '' '•••••t•n lambat laun berusaha mengembangkan organisasi 
111 ' •to t, l)cngan demikian, terjalinlah suatu hubungan tetap 

111 tt .t k ·lompok-kelompok politik dalam parlemen dengan 
mlll11 p<tnitia pemilihan yang sepaham, sehingga lahirlah 

1 11 1 t1 pnlitik. Partai semacam ini menekankan kemenangan 
l1l WI p ·rnilu, dan dalam masa antara dua pemilihan umum 

I 1 1 uty. t kurang aktif. Ia bersifat Patronage Party (Partai 
I twltntg.m) yang biasanya tidak memiliki disiplin partai yang 
~. I tl 

'
14 St'h,tltAchcidcl', d:tlilm Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, 

"'''IIIHIIrfll l 'ul'f(l / />() /ltlk da11 M(lhkanwh Konstitusi, Oakarta : Konstitusi 
I , •not•), h/;,1, ~.A. 
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Dalam perkembangan selanjutnya, di dunia barat lahir 
juga partai di luar parlemen. Partai-partai ini bersandar pada 
suatu pandangan hidup atau ideologi tertentu seperti 
Sosialisme, Kristen Demokrat dan lain sebagainya. Dalam 
partai semacam ini, disiplin partai lebih kuat, sedangkan 
pimpinan partai bersifat terpusat. 

Di negara-negara jajahan, partai sering didirikan dalam 
rangka pergerakan nasional di luar Dewan Perwakilan Rakyat 
Kolonial, bahkan partai-partai yang ada kadang-kadang 
menolak untuk duduk dalam badan tersebut, seperti pernah 
terjadi di India dan Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan 
dicapai dan dengan semakin meluasnya urbanisasi, komunikasi 
massa serta pendidikan umum, maka bertambah kuatlah 
kecenderungan untuk berpartisipasi dalam proses politik 
melalui partai. 

Berdasarkan pada Klasifikasinya, Partai Politik dapat 
diklasifikasikan dengan berbagai cara. Bila dilihat dari segi 
komposisi dan fungsi keanggotaannya, secara umum partai 
politik dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu partai massa dan 
partai kader. Partai Massa mengutamakan kekuatan 
berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Oleh karena itu ia 
biasanya terdiri dari pendukung-pendukung berbagai aliran 
politik dalam masyarakat yang sepakat untuk bernaung di 
bawahnya dalam memperjuangkan suatu program tertentu. 
Kelemahan dari partai massa ialah bahwa masing-masing aliran 
atau kelompok yang bernaung di bawah partai massa 
cenderung untuk memaksakan kepentingan masing-masing, 
terutama pada saat-saat krisis, sehingga persatuan di dalam 
partai menjadi lemah atau hilang sama sekali dan berakibat 
pada pemisahan diri dari partai massa tersebut untuk 
membentuk partai baru. Partai Kader mementingkan keketatan 
organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. 
Pimpinan partai politik biasanya menjaga kemurnian doktrin 
politik yang dianut dengan jalan mengadalcan sal'ingan 
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lt•l·h,ldup calon anggotanya dan memecat anggota yang 
IIH'IIyclcweng dari gal'is partai yang ditetapkan.43 

Maurice Duverger dalam bukunya "Political Parties", 
" '' '"gklasifikasikan sistem partai politik atas Partai Tunggal 
(c )nt• Party System), Sistem Dwi Partai (Two-Party System ), dan 
'•i••ll'm Multy Partai (Multy-Party System). Terhadap klasifikasi 
I• 1 wbul, ada sementara sarjana yang berpendapat, bahwa 
1 1 il.th sistem partai tunggal merupakan istilah yang 
''"'"Y·mgkal diri sendiri (Contradictio in terminis) sebab 
ltii'IIIII'Ut pandangan ini suatu sistem selalu mengandung lebih 
.! 11 j .11 u unsur. Namun demikian, istilah ini telah tersebar luas 
dl k .• l,tngan masyarakat dan para sarjana. Istilah ini dipakai 
111 11 111< p. rtai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai 
1! " ''''' suatu negara, maupun untuk partai-partai yang 
"'''"'l'unyai kedudukan dominan di antara beberapa partai 
I t nny.1.'1'1 

Pola partai tunggal terdapat di beberapa negara Afrika, 
l1np.i 'J'imur dan RRC. Suasana kepartaian dinamakan non
,,,,; ,,,,.lififoleh karena partai-partai yang ada harus menerima 
""''I' n.1n clari partai yang dominan dan tidak dibenarkan 
), ' '"~l ng secara merdeka melawan partai tersebut. 

1 1 • ml ·•·ungan untuk mengambil pola sistem partai tunggal 
II 1•h.lhl<an karena di negara-negara baru pimpian sering 
dt lltd.lpkan dengan masalah cara mengintegrasikan berbagai 

•li utp,.1n, claerah serta suku bangsa yang berbeda corak sosial 
, ) 111 p.111d ~mgan hidupnya. 

N •gara yang paling berhasil untuk meniadakan partai-
1' u t.d !.tin ialah Uni Soviet. Partai Komunis Uni Soviet bekerja 
I ll.un Hl.lStl na yang non kompetitif, tidak ada partai lain yang 
lul, •h laorHning. Oposisi dianggap sebagai penghianatan. Partai 
111 111 K·" H •tta organisasi yang bernaung di bawahnya berfungsi 
, l•.~p,.tl pcmbimbing dan penggerak masyarakat dan 

1111 '"'l<.lnkan perpaduan dari kepentingan partai dengan 
I' 1''' ''''''1',,111 t·akyat seca1·a menyeluruh. 

11 Mlt•l,un lludi<~rdjo, op.cit.,hlm. Jfi6-170. 
' 'Ill/(/ 
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Terhadap Sistem Dwi Partai, biasanya diartikan adanya 
dua partai atau adanya beberapa partai tetapi dengan peranan 
dominan dua partai. Dewasa ini hanya sedikit negara yang 
memiliki ciri-ciri Sistem Dwi Partai, kecuali Inggris, Amerika 
Serikat, dan Filipina. Dalam sistem ini, partai-partai dengan 
jelas dibagi dalam partai yang berkuasa (karena menang dalam 
Pemilu) dan partai oposisi (karena kalah dalam Pemilu). Partai
partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama tetapi 
yang setia (loyal opposition) terhadap kebijaksanaan partai yang 
duduk dalam pemerintahan, dengan pengetian, bahwa peranan 
ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan. Dalam persaingan 
memenangkan pemilihan umum, kedua partai berusaha untuk 
merebut dukungan orang-orang yang ada di tengah dua partai 
dan yang sering dinamakan pemilih terapung (floating vote). 

Sistem Dwi Partai pernah disebut "a convenient system 
for contented people" dan dalam kenyataannya Sistem Dwi 
Partai dapat berjalan baik apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu 
komposisi masyarakat adalah homogen (social homogeinity), 
konsensus dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial 
yang pokok (political consensus) adalah kuat, dan adanya 
kontinuitas sejarah (historical continuity).45 

Inggris adalah negara yang dianggap paling ideal dalam 
menerapkan Sistem Dwi Partai. Partai Buruh dan Partai 
Konservatif dapat dikatakan tidak mempunyai pandangan yang 
banyalc berbeda mengenai asas dan tujuan politiknya. 
Perubahan pimpinan umumnya tidak terlalu mengganggu 
kontinuitas dalam kebijaksanaan pemerintah. Perbedaan yang 
pokok antara kedua partai hanyalah berkisar pada cara-cara 
dan kecepatan melaksanakan beberapa program pembaharuan 
yang menyangkut masalah sosial, perdagangan, dan industri. 
Partai Buruh lebih condong untuk banyak menggunakan 
pengendalian dan pengawasan dari pihak pemerintah, 
sedangkan Partai Konservatif cenderung untuk memilih cara
cara kebebasan berusaha. Selain kedua partai tersebut, masih 
ada beberapa partai kecil, di antaranya yang paling penting 

1
" Ibid 
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,1d,11.1h Partai Liberal. Kedudukan partai ini relatif sedikit 
••l •ny.1 dan baru nampak peranannya jika. l~emena~gan .yang 
dll. tp.ti oleh salah satu partai besar hanya t1p1s sekah, sehmgga 

1u•t ll t diadakan koalisi dengan Partai Liberal. 
Sistem Dwi Partai umumnya diperkuat dengan 

d1KII tlt11 annya sistim pemilihan Single-Member ~~nstituency 
ll•''•l vm Distt·ilc), yang dalam setiap daerah pem1hhan hany~ 
d tp. tl dipilih satu walcil saja. Sistem pemilihan ini mempunya1 
~ •· • 1·ndcrungan untuk menghambat pertumbuhan dan 
l'"tltt•mbangan partai kecil, sehingga semakin memperkokoh 

1 11·m Owi Partai. Dalam Sistem Multi Partai, umumnya ada 
'' 'W)t~pan, bahwa keaneka ragaman dalam. komposis~ 
""''IYMakat menjurus pada berkembanga?ya Sistem ~ulti 
1•,1, t.1i, Pola Multi Partai dianggap lebih mencermmkan 
J, ,1m·karagaman budaya dan politik daripada. Sistem D~i 
I' 11 t.1i. Sistem Multi Partai dianut di Indonesia, Malaysia, 
1\t•l,mda, Perancis, dan Swedia. 

Sistem Multi Partai hila digabungkan dengan Sistern 
J•,·11 H' rintahan Parlernenter mempunyai kecenderungan untuk 
tnt• lli l ikberatkan kekuasaan pada badan legislatif, sehingga 
1 , '" no~ n bad an eksekutif sering lemah. Hal ini disebabkan oleh 
I 11 f' thl tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk 
'"' 11 tbcntuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa 
ttll' tnbcntuk koalisi dengan partai-partai lain. Dalam keadaan 
, tlltltdm ini, partai yang berkoalisi harus selalu mengadakan 

''""1y.1warah dan kompromi dengan partai-partai lainnya dan 
11 t,. nghadapi kemungkinan, bahwa sewaktu-waktu dukungan 
.1 11 J>d rtai koalisi lainnya dapat ditarik kembali. 

Di lain pihak partai-partai oposisipun kurang 
'"''llt.1inkan peranan yang jelas, oleh karena sewaktu-waktu 
lit• ' ' i11g-masing partai dapat diajak untuk duduk dalarn 
l"'"ll'l'intahan koalisi baru. Hal-hal semacam ini menyebabkan 

•• , 111g tc•·jadinya siasat yang berubah-u~ah me~u~ut 

I• 'HI'IIlingan situasi yang dihadapi setiap parta1. Dalam sistlrn 
r• tn.t<.\ 1111 ini dimana letaknya tanggung jawab kurang jelas. 

D.1 lam siluasi dominannya satu partai, stabilitas polit ik 
tl.t Jlt rl kbih dij;tmin , Ncgara India sering dikemukakan sebagai 
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yang memiliki dominasi satu partai (one party dominance) 
tetapi karena suasana yang kompetitif pola dominasi setiap 
waktu dapat berubah. Hal ini dapat dilihat pada pasang 
surutnya partai kongres. Partai ini mulai zaman kolonial 
menguasai kehidupan politik India. Jumlah wakil dalam dewan 
perwakilan rakyat melebihi jumlah total wakil-wakil partai 
lainnya, dan karena itu sering disebut "one and half party 
system" (sistem satu setengah partai). Sekalipun Partai Kongres 
sesudah meninggalnya Jawaharlal Nehru, dan terutama sesudah 
pemilihan umum tahun 1967 mengalami kemunduran antara 
lain karena keretakan dalam tubuhnya sendiri, akan tetapi ia 
tetap merupakan partai yang terpenting. 

Pola multi partai umumnya diperkuat oleh sistem 
pemilihan perwakilan berimbang (Propartional Reprentation) 
yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai 
dan golongan-golongan kecil. Melalui sistim perwakilan 
berimbang partai-partai kecil dapat menarik keuntungan 
dengan ketentuan bahwa suara yang diperolehnya di suatu 
daerah pemilihan dapat ditarik ke daerah pemilihan lain untuk 
menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna 
memenangkan satu kursi. 

Terkait dengan keberadaan partai politik di idonesia, 
pertumbuhan dan perkembangan partai politik mengalami 
pasang surut. Jumlah partai politik yang berbeda-beda pada 
setiap tahapan pemilihan umum menunjukkan Indonesia 
menganut sistem multi partai yang heterogen. Keberagaman 
jumlah, personal, dan tujuan pembentukan partai politik 
digambarkan dalam bentuk fraksi-fraksi di DPR. Fraksi-fraksi 
inilah yang pada akhirnya akan memainkan peranan dalam 
menjalankan fungsi partai politik di DPR. 

Dominasi partai politik di DPR sebenarnya sudah mulai 
digagas sejak amandemen ketiga UUD 1945, hal ini terekam 
dalam Pasal 22 E ayat (3) yang merumuskan, bahwa "peserta 
pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah 
partai politik". Hal ini jelas menggambarkan adanya keterikatan I 
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c•,don anggota DPR dan DPRD pada partai politik yang akan 
IIWngantarkannya menuju kursi dewan. 

Dalam kapasitas fungsi rekruitmen politik, hal ini 
1o111 gat bagus untuk diimplementasikan, namun hanya sebatas 
IIH' nghantarkan para calon anggota DPR dan DPRD menuju 
l ut·si dewan. Tentu saja akan menjadi berbanding terbalik, 
ttt.utakala partai politik tidak hanya sekedar sarana menuju 
l llt Hi DPR dan DPRD, melainkan menjadi terintegrasi dengan 
tH'I'ol ll dan fungsi DPR dan DPRD dalam menjalankan fungsi 
IPHiiJiasi dan anggarannya, sehingga tidak dapat berjuang atas 
tl.ll ll.l rakyat secara obyektif, melainkan berjuang atas nama 
fh lll ,,i eli DPR yang dikemas dalam bentuk fraksi. DPR lebih 
••t tllg mengedepankan gagasan dan kepentingan partai untuk 

lllpc• t•juangkan dan dituangkan dalam bentuk undang-undang. 
( l'l hl~<timana teori Mahfud MD., "Konsfigurasi Politik 
llt •tpt•ngaruh Terhadap Karakter Produk Hukum") daripada 
I '' lli' lll ingan rakyat yang diwakili. 
· Terkait fungsi pengawasan, implementasi peran DPR 

le II It dominan pada pekerjaan "fit and proper test': yang pada 
d It III Y<l lebih mengedepankan subyektifitas keputusan politik 
h d •ll di DPR, daripada kepentingan untuk menjaring pejabat 
t••tl• lil< ttlau pejabat negara secara obyektif. 

'l'cdntegrasinya partai politik dalam lembaga DPR 
•• ' ' 'Y·•I,t berimplikasi pada kedudukan anggota DPR yang dapat 
tlu , r u/1 oleh partai politik, ketika seorang anggota DPR tidak 
• J ~ ll . 111 cl cngan kebijakan partai. Hal ini tentu saja akan menjadi 
t ill II pt·cseden yang kurang baik, mengingat anggota dimaksud 

eltt•lll l! ol ·h rakyat bukan oleh partai politik. 
1'.1cla Jembaga kepresidenan, dominasi partai politik 

wl.dt '"'mpak dengan jelas dalam amanah Pasal 6 A ayat (2) 
l lwl,lll/'. Un clang Dasar Negara Republiklndonesia Tahun 1945 
\ 111H llH 'I'tllnuskan, bahwa "Pasangan calon Presiden dan Wakil 
l 1

11 tl••n d iusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 
t•••lllll p ·scrta pemilihan umum, sebelum pelaksanaan 
I" 111 111 1. 111 tun um". 

M,1lm<l da ri rumusan tersebut, jelas menggambarkan 
u l.tuyo~ p l 'I'<Hl p.11'1 .1i polit·ik dabm mcnjolan kan fungsinya 
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melakukan rekruitmen politik dalam jabatan eksekutif 
(Presiden dan Wakil Presiden). Namun rekruitmen politik 
yang dilakukan ternyata tidak hanya sebatas jabatan Presien 
dan Wakil Presiden, melainkan sampai pada tingkat penentuan 
jabatan kementerian negara. 

Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, penentuan 
jabatan kementerian negara selalu melibatkan partai politik, 
khususnya partai-partai politik pendukung koalisi 
pemerintahan. Hal ini terbukti dari terisinya jabatan 
kementerian negara oleh kader-kader partai politik 

Kenyataan ini menunjukkan, bahwa partai politik telah 
terintegrasi dalam lembaga kepresiden, sehingga akan sangat 
berpengaruh pada hak prerogative Presiden dalam menentukan 
para pembantunya yang akan duduk di jajaran kementerian 
negara. Dalam kapasitas yang demikian, Presiden tentu saja 
tidak dapat leluasa menentukan para menterinya secara 
obyektif, melainkan lebih mengedepankan subyektifitas yang 
didasarkan pada adanya kepentingan politik. 

Integrasi partai politik teryata juga menyentuh lembaga 
yudikatif. Peran DPR dalam melakukan "fit and propertest" 
dalam pencalonan hakim agung, tidak terlepas dari peran 
partai poliil< yang terintegrasi dalam tubuh DPR. Demikian 
pula dengan keberadaan hakim konsitusi yang diusulkan oleh 
DPR, tidak dapat dikatakan tidak melibatkan partai politik. 

Integrasi partai politik yang tersebar dalam struktur 
ketatanegaraan Indonesia berimplikasi pada kedudukan partai 
politik, yang seolah-olah sejajar dengan lembaga negara. Partai 
politik memiliki posisi yang sangat strategis dalam rekruitmen 
para pejabat negara, bahkan sampai pada taraf menentukan 
nasib para pejabat negara. 

Bila dikaitkan dengan peran dan fungsi partai poltik 
dalam melakukan rekruitmen politik, seharusnya keterlibatan 
partai politik hanya sampai pada titik terpilihnya calon yang 
diusulkan atau diusung, tidak sampai pada taraf intervensi 
dalam penyelenggaraan kewenangan para pejabat yang 
terekrut. Intervensi partai politik dalam setiap implementasi 
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1 . .lun anggota DPR dan DPRD pada partai politik yang akan 
eeu•ng.111tarkannya menuju kursi dewan. 

Dalam kapasitas fungsi rekruitmen politik, hal ini 
"'fl.·'' bagus untuk diimplementasikan, namun hanya sebatas 

llll' ttghantarkan para calon anggota DPR dan DPRD menuju 
~ 111 .j clcwan. Tentu saja akan menjadi berbanding terbalik, 
111 IIJo ti<Jia partai politik tidak hanya sekedar sarana menuju 
ltu ol IWR dan DPRD, melainkan menjadi terintegrasi dengan 
I" e.tll dan fungsi DPR dan DPRD dalam menjalankan fungsi 
l1 nh l.tsi dan anggarannya, sehingga tidak dapat berjuang atas 
""" '' rakyat secara obyektif, melainkan berjuang atas nama 
I' ut.d eli DPR yang dikemas dalam bentuk fral<Si. DPR lebih 

• 1 '''H mengedepankan gagasan dan kepentingan partai untuk 
IIJII' tJulmgkan dan dituangkan dalam bentuk undang-undang. 
• '"'H·' imana teori Mahfud MD., "Konsfigurasi Politik 

l\1 t p1· 11gamh Terhadap Karakter Produk Hukum") daripada 
I • 111 • 111 in gan rakyat yang diwakili. 

'J'crkait fungsi pengawasan, implementasi peran DPR 
l1lt h dominan pada pekerjaan "fit and proper test': yang pada 
lltl t •t yu lebih mengedepankan subyektifitas keputusan politik 

It II 1 di OPR, daripada kepentingan untuk menjaring pejabat 
l' lthld< atau pejabat negara secara obyektif. 

'l'crintegrasinya partai politik dalam lembaga DPR 
1 •IIY•' ' l' berimplikasi pada kedudukan anggota DPR yang dapat 
1111 1 of/ olch partai politik, ketika seorang anggota DPR tidak 
1 I·•'·'" dcngan kebijakan partai. Hal ini tentu saja akan menjadi 
tt 1111 prcscden yang kurang baik, mengingat anggota dimaksud 

dtpll d1 olch rakyat bukan oleh partai politik. 
Pada lembaga kepresidenan, dominasi partai politik 

ttd.tl t ttnmpak dengan jelas dalam amanah Pasal 6 A ayat (2) 
llt ul.lltg-Undang Dasar Negara Republiklndonesia Tahun 1945 
\ llljl tllc t·umuskan, bahwa "Pasangan calon Presiden dan Wakil 
l '~t••o~dt.•n diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 
l'"llllk pcserta pemilihan umum, sebelum pelaksanaan 
Ju•ttd lihJ n umum". 

Mnkna dari nunusan tersebut, jelas menggambarkan 
.ui.Hey.t JWt·.m pm·tai polit·ik d.:tlnm mcnja lankan fungsinya 
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melakukan relauitmen politik dalam jabatan eksekutif 
(Presid~n dan Wakil Presiden). Namun relauitmen politik 
yang ddakukan ternyata tidak hanya sebatas jabatan Presien 
~an Wakil Presiden, melainkan sampai pada tingkat penentuan 
Jabatan kementerian negara. 
. Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, penentuan 
Jabatan kementeria~ negara selalu melibatkan partai politik, 
khusu~nya parta1-partai politik pendukung koalisi 
pemermt~han. Hal ini terbukti dari terisinya jabatan 
kementenan negara oleh kader-kader partai politik. 

. Ke~yataan ini menunjukkan, bahwa partai politik telah 
termtegrasi dalam lembaga kepresiden, sehingga akan sangat 
berpengaruh pada hak prerogative Presiden dalam menentukan 
para pembantunya yang akan duduk di jajaran kementerian 
~egara. Dalam kapasitas yang demikian, Presiden tentu saja 
t1dak .dapat ~eluasa menentukan para menterinya secara 
o?yekttf, melamkan lebih mengedepankan subyektifitas yang 
d1dasarkan pada adanya kepentingan politik. 

. ~ntegrasi partai politik teryata juga menyentuh Iembaga 
yudtkatrf. Peran DPR dalam melakukan "fit and propertest" 
dala~ pe~calonan ha~m agung, tidak terlepas dari peran 
partat poluk yang termtegrasi dalam tubuh DPR. Demikian 
pula dengan keberadaan hakim konsitusi yang diusulkan oleh 
DPR, tidak dapat dikatakan tidak melibatkan partai politik. 

Integrasi partai politik yang tersebar dalam struktur 
ket~~anegaraan Indonesia berimplikasi pada kedudukan partai 
poht1k, yang seolah-olah sejajar dengan lembaga negara. Partai 
politik memiliki posisi yang sangat strategis dalam rekruitmen 
para pejabat negara, bahkan sampai pada taraf menentukan 
nasib para pejabat negara. 

Bila dikaitkan dengan peran dan fungsi partai poltik 
dalam melakukan rekruitmen politik, seharusnya keterlibatan 
p~rtai politik hanya sampai pada titik terpilihnya calon yang 
dmsulkan atau dmsung, tidak sampai pada taraf intervensi 
dalam penyelenggaraan kewenangan para pejabat yang 
terekmt. Intervensi partai politik dalam setiap implementasi 

l IIN/\M JI<A K ~II MU/\N IIUKUM 143 

'""1\''' d~111 kcwenangan yang dimiliki dalam setiap konsfigurasi 
l" 'lt tt k .lk;:m sa•·at dcngan muatan politis. 

Epilog 

J·:ksistensi partai politik yang terintegrasi dengan 
tlld, lllt' ketatanegaraan Indonesia berimplikasi pada fungsi 

1 ut. u pu li tik yang tidal< sesuai dengan fungsi yang seharusnya 
ltf d.111kun. Perjuangan partai politik sebagai sarana 

I ut tt tnikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai 
"•' '' '' rcluuitmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik 

(1.1 II mencerminkan Integrasi partai politik yang 
' '''I',J',uhnya pada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 

l ~ ksistensi partai politik yang terintegrasi dalam tubuh 
ht• l•< l.t t it; cksekutif, dan yudikatif seharusnya tidak ditafsirkan, 
I tl1 1 dtimplementasikan menjadi terintegrasi dengan fungsi dan 
b \\ ' '" ·'ngan lembaga-lembaga negara, seperti eksekutif 

lt.•H•dnwna terlihat pada pengisian jabatan Presiden dan 
yt.tl l'csiden, serta menteri menteri negara secara tidak 
lu •H'~ I '"P,, legislatif, terkait fungsi legislasi dan pengawasan, 

., ,, •t·l.1ku yudikatif, terkait pengisian jabatan hakim. Dengan 
~ u11dl •t1 yung demikian dapat menimbulkan tafsir bahwa partai 
1 •llr ll1 dupat bertindak selayaknya lembaga negara, bahkan 
I q• 1t 111 ·lumpaui kewenangan lembaga negara. 

I) ·ngan demikian, demi menghindari pergeseran peran 
lut ft t11gsi partai politik, ke arah yang tidak semestinya, maka 
"'' n• ,,•;i partai politik dalam struktur ketatanegaraan 
lutlllllt·•:i,, hendaknya dibatasi sebatas rekruitmen politik, dan 
lid d 1111: nyentuh ranah kewenangan lembaga - lembaga 
I II fl• ll ol , 
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PEMBATASAN KEKUASAAN NEGARA 

Oleh: Surohmat, S.H., M.H.46 

Pro log 

Makna dan pentingnya pembatasan kekuasaan negara 
l•1• tl .tiiJn erat dengan adanya kecenderungan berkernbangnya 
, 11! ,\ Sao.~ n menjadi sewenang-wenang, sebagaimana 

tl tll y.ll .lkan Jimly Asshiddiqie, bahwa: "Sesuai dengan hukurn 
I" 1 kekuasaan, setiap kekuasaan pasti rnemiliki 
11•1 c • ~td crungan untuk berkembang rnenjadi sewenang-wenang, 
1 111'1'1 i dikernukakan oleh Lord Acton: "Power tends to corrupt 

1111r/ uhsolute power corrupts absolutely".47 Selain itu, adanya 
JH'IIlh,,Lasan kekuasaan dilakukan agar "kekuasaan tidak 
11 , ••'lllral isasi dan terkonsentrasi dalam satu organ a tau satu 
t '"J',· 'n yang memungkinkan terjadinya kesewenang-

"48 ,, ll.lngan. 
Pada konteks kenegaraan, fungsi kekuasaan negara 

, l.du diidentikkan dengan organ kekuasaan yang terdiri atas 
I• J\1•11.•1 if: eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan teori trias 
J'"lriH'tl atau tiga fungsi kekuasaan dalam pandangan 
M11 nl (•squieu, harus dibedakan dan dipisahkan secara 
t 111 1, I ural dalam organ-organ yang tidak sa ling mencampuri 

111 '' ' 11 11 masing-masing, sebagaimana dikemukakan bahwa: 
I 1•ku.lsJan legislatif hanya dilakukan oleh lernbaga legislatif, 

~ ••l ti.H-l,lan eksekutif hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif, 
d "' (kmikian pula kekuasaan yudikatif hanya dilakukan oleh 
, 1ft.111J\ kekuasaan yudisial. Sehingga pada intinya, satu organ 

,,to Doscn Tetap Fakultas Hukum UMJ, Kandidat Doktor Hukum Tata 
N• I~" ·' I'.IHl'·lSill'jilna Universitas Krisnadwipaya, Jakarta. 
' Jhn ly At.'lhiddiqic, I<o11stitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: 
~ ttll '•l 11 11 • 1 l'rco;s, zooCi, hlm.134 

~" lhlrl .• hlll1.125· 






